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ABSTRAK

Fenomena kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Sidoarjo selama 523 hari, terhitung sejak Maret 2022 hingga Maret 2024,
mengonfirmasi terjadinya degradasi kepatuhan hukum serta pengabaian
sistemik terhadap stabilitas birokrasi yang mencederai marwah
pemerintahan daerah. Jabatan strategis ini dibiarkan tanpa pejabat definitif
dalam kurun waktu yang tidak wajar, sehingga menimbulkan persoalan
mengenai efektivitas koordinasi administratif dan pelayanan publik di
Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada
evaluasi legitimasi yuridis atas kekosongan jabatan tersebut ditinjau dari
Perpres Nomor 3 Tahun 2018 serta perspektif Fikih siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pisau analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah hukum positif Indonesia, khususnya regulasi mengenai
jabatan struktural pemerintah daerah, dan kerangka teori Siyasah
Dusturiyyah atau Fikih siyasah. Data penelitian dikumpulkan melalui studi
dokumen peraturan perundang-undangan serta wawancara mendalam
dengan pihak terkait guna membedah fakta lapangan dan implikasi
administratif yang muncul selama masa transisi jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi normatif yang
nyata terhadap UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 3 Tahun 2018, dan
Permendagri No. 91 Tahun 2019 yang secara limitatif membatasi masa
jabatan Penjabat (Pj) maksimal selama tiga bulan. Akumulasi kekosongan
selama 523 hari tersebut secara telak mencederai asas kepastian hukum dan
efektivitas birokrasi. Dalam perspektif Fikih siyasah, keterlambatan ini
dikategorikan sebagai mafsadah administrasi dan pengkhianatan terhadap
amanah kepemimpinan karena menghambat fungsi Wizarah al-Tanfidz
dalam mengonstruksi kemaslahatan publik. Penulis menyimpulkan bahwa
fenomena ini merupakan sebuah anomali birokrasi yang merusak tatanan
hukum nasional maupun prinsip ketatanegaraan Islam, sehingga praktik ini
tidak boleh dijadikan preseden di masa depan.

Kata Kunci: Sekretaris Daerah, Sidoarjo, Hukum Positif, Fikih siyasah,
Anomali Birokrasi.
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ABSTRACT

The 523-day vacancy of the Regional Secretary (Sekda) of Sidoarjo
Regency, from March 2022 to March 2024, confirms the degradation of
legal compliance and the systemic disregard for bureaucratic stability,
which has undermined the dignity of regional government. This strategic
position has been left without a permanent official for an unreasonable
period of time, raising questions about the effectiveness of administrative
coordination and public services in Sidoarjo Regency. The research
problem focuses on evaluating the legal legitimacy of this vacancy in light
of Presidential Regulation Number 3 of 2018 and the perspective of Islamic
jurisprudence (Figh siyasah).

This research employs an empirical juridical research method with
a juridical-sociological approach. The analytical tools employed in this
study are Indonesian positive law, specifically regulations concerning
structural positions in regional governments, and the theoretical framework
of Sivasah Dusturiyyah or Islamic jurisprudence (Figh siyasah). Data were
collected through a review of statutory documents and in-depth interviews
with relevant parties to examine the facts on the ground and the
administrative implications that emerged during the transition period.

The research results show a clear normative discrepancy between
Law No. 23 of 2014, Presidential Regulation No. 3 of 2018, and Minister of
Home Affairs Regulation No. 91 of 2019, which restrict the term of office of
Acting Officials to a maximum of three months. The accumulated vacancy of
523 days severely undermines the principles of legal certainty and
bureaucratic effectiveness. From the perspective of Islamic jurisprudence
(Figh siyasah), this delay is categorized as an administrative offense and a
betrayal of the leadership mandate because it hinders the function of the
Wizarah al-Tanfidz (Regional Implementation Supervision) in constructing
public welfare. The author concludes that this phenomenon constitutes a
bureaucratic anomaly that undermines the national legal order and the
principles of Islamic state administration. Therefore, this practice should
not be used as a precedent in the future.

Keywords: Regional Secretary, Sidoarjo, Positive Law, Islamic jurisprudence,
Bureaucratic Anomaly.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
| Alif  ftidak dilambangkan| tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be
< Ta‘ T Te
< Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha“ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha“ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
Ra‘ R Er
Zai L Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ya
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
) Ta T te (dengan titik di bawah)
) Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
i _Ain _ koma terbalik di atas
4 Gain G Ge
o Fa‘ F Ef
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Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
& Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L el
& Mim M _em
O Nun N _en
K] Waw \\% \\%
® Ha“ H Ha
s Hamzah _ Apostrof
T Ya* Y Ya
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
331 Ditulis muta’addidah
sk Ditulis ‘iddah
C. Ta‘ Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
F Ditulis hikmah

S Ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

sl 391 4al 8 ‘ Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah
ditulis t atau h.

| il 5183 Ditulis Zakat al-Fitr




D. Vokal Pendek

1. - - Fathah Ditulis A
P - Kasrah Ditulis I
R S I Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
| Fathah + alif Ditulis A
) Ol Ditulis Istihsan
) Fathah +ya’ mati | Ditulis A
' il Ditulis Unsa
R Kasrah +ya’ mati | Ditulis 1
’ ga'\‘gld\ Ditulis al- ‘Alwani
Dituli U
Dammah + wawu mati y
4. e
f Ditulis Uliim
I.  Vokal Rangkap
! Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
: an e Ditulis Gairihim
) Fathah + wawu mati | Ditulis Au
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II.  Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof
asifi Ditulis a’antum
G Ditulis u’iddat
a5 A Ditulis la’in syakartum
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IVv.

Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

GIAY Ditulis Al-Qur’an
sl Ditulis al-Qiyds

. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Ay Ditulis ar-Risalah
£l Ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

130 Al Ditulis |4kl ar-Ra yi

AT A Ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sidoarjo lowong terhitung sejak 2 Maret
2022. Bermula dari Ahmad Zaini, Sekretaris Daerah yang dimutasi oleh
Bupati Sidoarjo Gus Mohdlor menjadi Asisten 3 (Administrasi Umum)
Sekretaris Daerah. Setelah Ahmad Zaini dimutasi, jabatan Sekretaris Daerah
Sidoarjo diisi pada 12 Mei 2022 oleh Penjabat (Pj) Andjar Surjadianto
yang juga menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Sidoarjo. Atas
kekosongan jabatan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo
Damroni Chudlauri mendesak Wakil Gubernur Sidoarjo untuk segera
mengisi jabatan Sekretaris daerah yang lowong yang masih dijabat oleh
Penjabat (Pj).!

Selanjutnya, pasca-mutasi Ahmad Zaini guna menghindari
vacuum of power, kepemimpinan administratif dijalankan oleh Andjar
Surjadianto yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada 3 Maret
2022. Pada saat itu, sebelum dilantik menjadi Penjabat Sekretaris Daerah
Sidoarjo Andjar Surjadianto sempat menjabat sebagai Plh (Pelaksana
Harian) Sekretaris Daerah Sidoarjo pada 3 Maret 2022 hingga 12 Mei
2022. Kemudian, Andjar Surjadiajanto kembali dilantik menjadi Penjabat
yang selanjutnya disebut sebagai (Pj) pada tanggal 12 Mei 2022 di tanggal

yang sama dengan berakhirnya masa Pelaksana Harian (Plh) yang

! “Kosong Hampir Dua Tahun, Komisi A DPRD Sidoarjo Desak Bupati Segera Isi Jabatan
Sekda — Zona Jatim,” https://zonajatim.com/2024/03/06/kosong-hampir-dua-tahun- komisi-a-dprd-
sidoarjo- desak-bupati-segera-isi-jabatan-sekda/, akses 25 Oktober 2024.
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dijabatnya. Posisi Andjar Surjadiajanto sebagai Pj Sekretaris Daerah
Sidoarjo tersebut berjalan hingga awal Maret Tahun 2024.

Menanggapi adanya fenomena tersebut, berdasarkan Perpres
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, penugasan Plh
hanya diperuntukkan bagi kekosongan yang bersifat jangka pendek dengan
kurang dari 15 hari kerja. Oleh karena proses pengisian definitif
memerlukan waktu lebih lama, Andjar kemudian dilantik sebagai Penjabat
(Pj) Sekda pada 12 Mei 2022 setelah melewati batas transisi 15 hari
tersebut. Melalui penunjukan tersebur, Komisi A DPRD Sidoarjo
mendesak dengan meminta Pemerintah Daerah Sidoarjo segera mengisi
jabatan definitif guna menjamin efektivitas tata kelola pemerintahan
daerah yang telah mengalami kekosongan selama hampir dua tahun. Akan
tetapi, realitas menunjukkan transisi kewenangan ini justru berlangsung
panjang dalam kurun waktu selama kurang lebih 1 (satu) tahun lewat 7
(tujuh) bulan. Jabatan Sekda definitif baru terisi secara resmi setelah
pelantikan Fenny Apridawati pada Maret 2024, yang bahkan sempat
mengalami kendala administratif sehingga harus dilakukan pelantikan
ulang pada April 2024

Fenomena ini mengindikasikan adanya diskrepansi normatif atau
ketidaksesuaian terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun
2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang mana seharusnya masa

jabatan Penjabat Sekretaris Daerah paling lama berjalan selama 6 (enam)

2 Suron.co, "DR Fenny Dilantik Bupati Gus Mudhlor Sebagai Sekretaris Daerah
Sidoarjo", (https://suron.co/2024/03/23/, diakses pada 25 Oktober 2024).



bulan dalam hal Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan tugas, atau
paling lama 3 (tiga) bulan untuk terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah.
Kemudian, diperkuat dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Pasal 214 yang membatasi masa jabatan Pj Sekretaris
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadinya kekosongan.?
Melalui fenomena keterlambatan ini, menandakan bahwa adanya
kekosongan jabatan Sekretaris Daerah definitif yang berlangsung lama dan
ketidaktaatan Pemerintah Daerah Sidoarjo terhadap regulasi. Hal tersebut
jelas berimplikasi pada stabilitas koordinasi birokrasi, mengingat
Sekretaris Daerah merupakan "Legal Drafter Utama" dan pusat orkestrasi
administratif perangkat daerah.*

Secara general, Sekretaris Daerah atau yang selanjutnya disebut
Sekda adalah posisi penting yang berfungsi untuk membantu atau Asisten
Pimpinan daerah/Bupati/Wali Kota. Sekda berperan penting dalam hal
menyusun kebijakan dan mengkoordinasi antara dinas daerah dan lembaga
teknis daerah, pengoordinir administrasi terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah serta pelayanan administratif> Singkatnya, ia
bertanggungjawab dalam mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 214 Ayat (3).

4 Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, "Pengertian Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, dan OPD", (https://setda.bone.go.id/2019/02/15/, diakses pada 25
Oktober 2024).

5 “Pengertian Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan OPD |
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone,”https://setda.bone.go.id/2019/02/15/pengertian-sekretariat-
daerah-dinas-daerah-lembaga- teknis-daerah-dan-opd/, akses 25 Oktober 2024.



Dalam aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur tugas dan tanggung jawab Sekretaris
Daerah sebagai berikut:

Pasal 213 ayat (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kemudian, pada ayat (3)
dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Peristiwa kekosongan jabatan sekretaris daerah ini tentu
menandakan adanya ketidakpastian dan ketidakefektivitasan pihak
pemerintah Sidoarjo dalam menangani persoalan tersebut. Padahal hal ini
bukan hanya problematika sepele, sebab Sekretaris Daerah merupakan
unsur pembantu pimpinan pemerintahan kabupaten yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Melalui fenomena ini,
tentunya menimbulkan anggapan bahwa pemerintah di Sidoarjo tidak
memegang penuh regulasi yang telah mengatur terkait Penjabat Sekretaris
Daerah. Oleh karena itu, apabila jabatan Sekretaris Daerah kosong maka
akan memberikan implikasi yang signifikan sebab ia memiliki peran
sebagai asisten kepala daerah dalam mengarahkan dan mengontrol
operasional pemerintahan daerah. Kekosongan jabatan ini dapat
menimbulkan tersendatnya informasi, koordinasi dan implementasi
kebijakan yang akhirnya berdampak terhadap stabilitas dan produktivitas

pemerintahan daerah. Dalam hukum Islam hal ini bersinggungan dengan

fikih siyasah.

¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 Ayat
(2) dan Ayat (3).



Menurut perspektif hukum Islam, fenomena kekosongan jabatan
ini memiliki keterkaitan erat dengan kajian fikih siyasah, khususnya pada
aspek siyasah dusturiyyah (politik tata negara).” Esensi dari tata kelola
pemerintahan Islam menekankan bahwa seorang pemimpin (kepala
daerah) memerlukan pembantu atau wazir yang kompeten untuk
memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal.®
Jabatan Sekretaris Daerah dalam struktur pemerintahan modern dapat
dipandang sebagai manifestasi dari konsep Wazir al-Tanfidz, yaitu pejabat
yang bertugas menjalankan perintah pemimpin, mengoordinasikan
administrasi, dan menjadi penghubung antar perangkat daerah.’

Kekosongan jabatan Sekda definitif dalam jangka waktu yang
cukup lama di Kabupaten Sidoarjo berpotensi mencedari prinsip
kemaslahatan publik (al-maslahah). Jabatan Sekretaris Daerah memiliki
peran strategis sebagai koordinator birokrasi dan pembantu utama kepala
daerah, memiliki kedudukan yang selaras dengan konsep wizarah atau
lembaga pembantu pemimpin dalam kajian siyasah dusturiyyah.'’
Keberadaan pejabat definitif dalam posisi tersebut menjadi sangat krusial

untuk menjaga ketertiban pemerintahan agar fungsi pelayanan publik tidak

7 A. Djazuli, Fikih siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), him.27.

8 Muhammad iqgbal, Fikih siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2007), hlm. 114.

° Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wildyat ad-Diniyyah, terj.
Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 47.

19 J. Suyuthi Pulungan, Fikih siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2002), him. 156.



terhambat oleh stagnasi administratif. Oleh karena itu, kekosongan jabatan
yang berlangsung cukup lama di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya
dipandang sebagai persoalan administratif formal semata, melainkan juga
bersinggungan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab kepemimpinan
untuk menjamin keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang efektif demi

kepentingan masyarakat luas.!!

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan

masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sidoarjo ditinjau dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun
2018?

2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah mengenai kekosongan jabatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang disertakan sebelumnya, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa hal
berikut:
a. Sebagai bentuk peninjauan bagaimana kekosongan jabatan
sekretaris daerah kota Sidoarjo terhadap regulasi hukum yang

mengatur, yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang

1 QS. An-Nisa (4): 58



Penjabat Sekretaris Daerah.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perspektif fikih

siyasah atas kekosongan jabatan sekretaris daerah kota Sidoarjo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis
Harapan dari adanya penelitian ini adalah ke depannya dapat
memberikan  pemahaman  sekaligus  pengingat kepada
pemerintah daerah kota Sidoarjo dan masyarakat terkait adanya
regulasi hukum yang mengatur mengenai masa daluwarsa
jabatan Penjabat. Sesuai dengan adanya aturan yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3
Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2019,
dimana ketiga regulasi tersebut kompak menyatakan dan
mengatur terkait aturan dalam masa Penjabatan Sekretaris
Daerah serta bagaimana mekanisme administratifnya.'?

b. Secara Praktis
Besar harapan agar penelitian ini dapat membantu dalam
menciptakan kepedulian dan kesadaran pemerintah daerah dan

masyarakat apabila terjadi suatu kekosongan jabatan dalam

12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan
Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah; dan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.



pemerintahan yang telah terhitung lama dibiarkan. Bagaimana
kekosongan jabatan Sekda Sidoarjo yang tidak sesuai dengan
regulasi hukum dapat memberikan konsekuensi terhadap kinerja
pemerintahan. Dengan menggunakan regulasi hukum yang
mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada
Pasal 213 ayat (2) dan (3), serta Pasal 214 ayat (3), Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2019, dan mengaitkan
fenomena yang terjadi dengan perspektif fikih siyasah, yang
diharapkan dapat menjadi penguat, pengingat, serta salah satu
bentuk kritik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

agar lebih taat terhadap regulasi dalam menjalankan birokrasi.

D. Telaah Pustaka
Sebelum adanya penelitian dari judul yang hendak penulis bawakan ini,
terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tulisan yang hendak
penulis teliti. Oleh karena itu, adanya telaah Pustaka ini diharapkan tidak
akan ada pengulangan materi penelitian secara kompleks. Di bawah ini
adalah penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Kekosongan
Jabatan Pemerintahan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dodi Fathur Muttaqim
Hatta, dkk. Mahasiswa Hukum Universitas Pattimura, Ambon dalam jurnal
ilmiahnya dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengangkatan

Pejabat Pimpinan Tinggi” menekankan bahwa pengangkatan Penjabat (Pj)



Sekretaris Daerah merupakan bentuk implementasi asas legalitas dalam
prinsip negara hukum yang harus memenuhi syarat prosedur dan substansi
secara ketat.!> Melalui analisis jurnal yang dilakukan oleh Dodi Fathur
Muttaqim Hatta, dkk dengan berpegang pada Perpres Nomor 3 Tahun 2018,
terdapat penegasan bahwa:

Masa jabatan seorang Penjabat Sekretaris Daerah dibatasi secara limitatif,
yaitu paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan jabatan dan
paling lama 6 (enam) bulan jika Sekretaris Daerah definitif tidak dapat
melaksanakan tugasnya.

Penunjukan pejabat sementara yang dilakukan secara terus menerus tanpa
upaya pengisian jabatan definitif dipandang sebagai bentuk pengingkaran
terhadap asas legalitas dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan
wewenang (abuse of authority).

Lebih lanjut, jurnal ini menjelaskan bahwa setiap keputusan pejabat
pemerintahan, termasuk dalam pengisian jabatan transisi, wajib
bersandarkan pada aturan hukum yang jelas dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) guna menghindari tindakan sewenang-
wenang yang merugikan stabilitas birokrasi.'* Penelitian yang dilakukan
oleh Dodi Fathur Muttagim Hatta, dkk memiliki kesamaan visi dengan
penelitian penulis dalam mengkritik ketidakpatuhan pemerintah daerah

terhadap regulasi pengisian jabatan, akan tetapi sedikit berbeda, penulis

dalam penelitian ini akan memperdalam analisisnya melalui kacamata Fikih

3 Dodi Fathur Muttaqim Hatta, Hendrik Salmon, dan Saartje Sarah Alfons,
“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi,” PAMALI:
Pattimura Magister Law Review, vol. 4, no. 1 (Maret, 2024): hlm. 1-9.

14 Ihid
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Siyasah untuk melihat dampak moral dan teologis dari ketidaktaatan aturan
tersebut.

Selain itu, perbedaan penelitian jurnal ilmiah tersebut dengan yang
dilakukan penulis ada pada beberapa hal lainnya, yakni perbedaan perpektif
analisis oleh Hatta, dkk. yang menggunakan Hukum Administrasi Negara
secara murni, dengan alat uji Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan penulis
menggunakan pendekatan ganda, memadukan hukum positif dengan fikih
siyasah (siyasah dusturiyyah), penggunaan konsep Imamah atau Wizarah
dalam hukum Islam, dan perbedaan pada lokus serta subjek penelitian oleh
Hatta, dkk. mengambil lokus penelitian di Provinsi Maluku dengan subjek
Sekda Provinsi, sedangkan penulis mengambil lokus di Kabupaten Sidoarjo
dengan subjek Sekda Kabupaten.

Kedua, skripsi tahun 2022 ditulis oleh Alan Suarna mahasiswa
Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Banda Aceh, membawakan
judul "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dari Unsur TNI/Polri
Ditinjau dari Fikih siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)” Penelitian Alan
Swarna menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara secara langsung bertentangan dengan
Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang melarang campur
tangan dalam pemerintahan dan politik karena akan menghendaki adanya

dwifungsi instansi yang saling terkait, yakni Kepolisian dan Tentara
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Nasional Indonesia. Hal ini menimbulkan kebingungan tentang pengisian
atau penggantian direktur regional.!> Perbedaannya dengan penelitian saat
ini adalah gap atau celah kasus yang diteliti berbeda, secara jabatan dan
fungsi, pun regulasi hukum yang mengatur berbeda. Dalam hal ini penulis
meneliti mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang dikerucutkan pada Pasal yang berkaitan dengan
Sekretaris Daerah.

Ketiga, skripsi tahun 2022, ditulis oleh Nur Aqilla Salsabila
mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas
Syariah dan Hukum, meneliti mengenai "Pengisian Lowongan Wakil
Bupati Kampar Tahun 2017-2022”. Penelitian ini berfokus kepada
peristiwa kekosongan jabatan Wakil Bupati Kampar, hal ini diatur dalam
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 176 Ayat (4).
Bermula karena meninggalnya Bupati Kampar pada tahun 2018,
kemudian Wakil Bupati Kampar dilantik menjadi Bupati Kampar periode
2017-2022. Perbedaan penelitian Nur Agqilla Salsabila dengan penelitian
penulis adalah posisi dan fungsi jabatan, regulasi hukum berbeda, lokasi
penelitian, serta tidak ada pembahasan mengenai fikih siyasah, oleh
karena itu problematika yang diteliti juga otomatis berbeda.!¢

Terakhir, skripsi tahun 2024, oleh Amelia Kusuma Dewi

SAlan Suarna, “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI
Ditinjau Dari Fikih siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002),” 2022.

16 Nur Aqilla Salsabila, Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode 2017-
2022, UIN Suska Riau. 2022.
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mahasiswa Institut Agama Islam Ponorogo, Fakultas Syariah dan Hukum,
dengan judul “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam
Perspektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif”. Pada penelitian ini, Amelia
selaku penulis meneliti secara general mengenai hal apa saja kah yang
dapat menimbulkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Daerah dan
bagaimana pengisian jabatan Kepala Daerah diatur, mengkorelasikannya
dengan fikih siyasah dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan dengan
penelitian yang penulis lakukan, adalah penelitian oleh Amelia Kusuma
Dewi lebih general atau umum, posisi dan fungsi jabatan berbeda, serta
pada penggunaan perspektif fikih siyasah Amelia menggunakan semua
ruang lingkup sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan
beberapa ruang lingkup fikih siyasah yang dirasa lebih sesuai dengan

penelitian.!’

E. Kerangka Teori

1. Teori Jabatan

Jabatan secara etimologi berasal dari kata “Jabat”, menurut KBBI berarti
pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang memiliki
kaitan dengan strata atau struktural kedudukan. Pengertian jabatan juga
disebutkan dalam PerPres (PP) Nomor 38 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1)
mengatakan bahwa, “Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan

fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai

17 Amelia Kusuma Dewi, Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Perspektif
Fikih siyasah dan Hukum Positif, 2024, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
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Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi”.!® Singkatnya, hal ini
berarti membuktikan bahwa jabatan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam suatu instansi, bukan hanya mengenai hak yang didapat tetapi juga
tanggung jawab serta kewenangan yang harus digunakan sesuai dengan
fungsi dan tugas jabatan.

Menganalisa  jabatan  merupakan penelitian  deskriptif,
dengan mengumpulkan data jabatan dan mengolahnya menjadi informasi
jabatan. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, jabatan Sekretaris Daerah
memiliki peran strategis guna membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan administrasi, perumusan kebijakan, serta koordinasi
antar perangkat daerah. Tetapi pengangkatan dan penempatan jabatan
didasarkan pada jabatan yang lowong, sehingga dengan alasan jabatan
yang lowong itulah diperlukan pengangkatan dan penempatan pegawai
untuk mengisi jabatan tersebut.!

3. Teori Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah

Kata pemerintah secara etimologi memiliki arti subjek, atau hal yang
melakukan tindakan, proses, cara, atau segala urusan, dalam artian lain
ialah orang yang ditunjuk secara resmi sebagai pemerintah negara dalam

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.?’

18 Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 38 Tahun 2020, tentang Jenis Jabatan yang Dapat
Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pasal 1 Ayat (1).

19 1 Nyoman Gede Remaja, Hukum Administrasi Negara, (Singaraja: Fakultas Hukum
Universitas Panji Sakti, 2017), him. 30.
20Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://www.typoonline.com/kbbi- online/web,


https://www.typoonline.com/kbbi-online/web
https://www.typoonline.com/kbbi-online/web
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Sedangkan kata pemerintahan secara konsep, pada hakekatnya ialah suatu
organisasi atau lembaga yang diberikan kepercayaan atas kewenangan
atau legalitas oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan.?!

b. Pengertian Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah sering menjadi langkah awal dalam menekuni jabatan

yang lebih tinggi selanjutnya. Menjadi salah satu penggerak roda dalam
pemerintahan daerah juga memiliki peran penting yang lebih spesifik
sebab berfokus pada daerah tersebut dan bagaimana daerah itu dapat
berkoordinasi dengan daerah lainnya atau untuk lebih berkembang, baik
secara sumber daya alam yang dimiliki maupun sumber daya manusia.
Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 18 ayat (1)
menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah dan provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.””??
Dengan ditegaskannya mengenai “Daerah” pada Undang-Undang Dasar
1945, hal ini pun diperjelas dalam regulasi yang mengatur tentang
Pemerintahan Daerah yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
Pasal 1 pada angka 2 (dua), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara
urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada angka 3 (tiga), Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

akses 28 Maret 2025.

2l Arnold Ferdinand Bura Armold dkk, Pemerintahan Daerah (Purbalingga:

Eurekamediaaksara, 2023), hlm. 67.

22 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Ayat (1).
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daerah otonom.*
Asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar terdiri dari tiga asas:
1) Asas Desentralisasi

Merupakan penyerahan wewenang ataupun urusan pusat kepada
daerah otonom. Menurut Jazim Hamidi dalam Optik Hukum Peraturan
Daerah Bermasalah, “Secara garis besar asas desentralisasi adalah
pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah,
dimana daerah otonom tersebut diberikan kewenangannya sendiri dalam
melaksanakan pemerintahannya tanpa ada intervensi dari pusat”*
2) Asas Dekonsentrasi

Asas ini merupakan bentuk dari pembagian tugas dan kewajiban
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antara
departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya
kewenangan secara leluasa.?
3) Asas Tugas Pembantuan

Merupakan upaya pemerintahan pusat terkait peningkatan
efektifitas pelayanan umum dengan merata. Menurut Bagir Manan, “Tugas

pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok

antara otonomi dan tugas pembantu. Adapun yang membedakan antara

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 Ayat (2)
dan Ayat (3).

24 Hukum Online, “Tiga Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya”, https://www.hukumo
nline.com/berita/a/3-asas-otonomi-1t64c23fc402543 7page=2, akses pada 29 Maret 2025.

2 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan
Aplikasinya, cet. pertama, (Sinar Grafika: Jakarta Timur), hlm. 24.


https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543?page=2,
https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543?page=2,
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keduanya adalah, pada desentralisasi, kebebasan dan kemandirian meliputi
asas dan cara menjalankan suatu pemerintahan, sedangkan tugas
pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya sebatas pada bagaimana
prakteknya nanti.”?

4. Teori Fikih siyasah

Dalam kajian hukum Islam, penataan struktur birokrasi dan pengisian
jabatan publik merupakan bagian dari siyasah dusturiyyah, yaitu cabang
fikih siyasah yang mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara,
dan rakyat guna mewujudkan kemaslahatan publik (al-maslahah al-
ammah). Jabatan Sekretaris Daerah, dalam perspektif ini, dapat
dikontekstualisasikan sebagai bentuk wizarah al-tanfidh, yakni menteri atau
pembantu pemimpin yang bertugas melaksanakan kebijakan administrasi
dan menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat.?’

Keberadaan pejabat definitif dalam struktur ini sangat krusial
karena prinsip utama kepemimpinan Islam adalah menghindari terjadinya
kekosongan kekuasaan (vacuum of power) yang dapat menghambat fungsi
birokrasi dan merugikan hak-hak warga negara.® Oleh karena itu,
membiarkan posisi strategis seperti Sekda tetap kosong dalam waktu lama

dipandang bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab

kepemimpinan, karena setiap kebijakan yang diambil dalam kondisi transisi

26 Ibid, hlm.2.

27 Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
2000), hlm.37.

28 Yusuf al-Qardhawi, Min figh al-Dawlah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm.
138.
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sering kali terbatas ruang geraknya dan tidak mampu mencapai derajat
kemaslahatan yang optimal bagi masyarakat luas.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, jabatan Sekretaris
Daerah (Sekda) secara substantif dapat dikontekstualisasikan sebagai bentuk
Wizarah al-Tanfidh, yakni menteri atau pembantu pemimpin yang bertugas
sebagai pelaksana administratif dan pendamping kepala daerah dalam
menjalankan roda pemerintahan.?® Landasan teologis mengenai urgensi
eksistensi seorang pembantu pemimpin (wazir) ditegaskan dalam Al-Qur’an
Surah Al-Furqon ayat 35 yang berbunyi: “Dan sesungguhnya kami telah
memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun
saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”. *

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan seorang asisten
yang cakap sangat krusial untuk menjamin kelancaran urusan umat dan
mencegah terjadinya stagnasi kekuasaan. Oleh karena itu, dalam kajian
Fikih siyasah, ketidakefektifan birokrasi yang disebabkan oleh kekosongan
jabatan strategis dipandang sebagai sebuah mafsadah (kerusakan/kerugian)
yang harus segera dihilangkan guna menjaga keberlangsungan pelayanan
publik.

Guna mengatasi mafsadah tersebut, proses seleksi melalui
mekanisme open bidding atau seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan ikhtiar nyata untuk memenuhi

2 H.A. Djazuli, Fikih siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 85.

30 Q.S al-Furgan:35, Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Jilid 6, (Riyadh: Dar
Thayyibah, 1999), him. 109.
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kriteria kepemimpinan dalam teori Imamah. Proses ini bertujuan untuk
menyaring figur yang memiliki integritas tinggi (amanah) dan kemampuan
profesional (kifayah), sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang Wazir agar
mampu memikul tanggung jawab administratif secara mandiri dan tegas.’!
Melalui pengisian jabatan yang didasarkan pada prinsip maslahah dan
sistem kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut,
diharapkan fungsi koordinasi birokrasi dapat kembali optimal sehingga hak-
hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas

tetap terjamin.>?

F. Metode Penelitian

Berbicara mengenai metode penelitian, tentunya hal ini akan
bersinggungan dengan metode penelitian secara bahasa atau secara
etimologi terlebih dahulu, yang kemudian akan dilanjutkan dengan
bagaimana isi dari penelitian ini akan dipaparkan. Penelitian atau research
berasal dari maksud pencarian kembali. Maksudnya ialah, cara yang
digunakan dalam pencarian terhadap kebenaran yang menjadi dasar dari
suatu problematika. Ali mendefinisikkan metode penelitian sebagai suatu
penyelidikan terstruktur dan kritis dalam mengungkap fakta.>* Oleh karena itu,
penulis merasa bahwa memang sudah seharusnya dalam sebuah tulisan

atau penelitian memiliki dasar dari apa yang akan diungkapkan dan dikaji

31 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), hlm. 20.

32 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara
mengenai Sistem Merit yang menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil.

3 Ali, sebagaimana dikutip oleh Sahir Hafni S., e-book Metodelogi Penelitian
(Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 3.



19

nantinya.
1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis yuridis empiris, dengan
menggunakan jenis ini penulis dapat memadukan antara regulasi hukum
yang mengatur dengan implikasi yang tersaji di lapangan. Serta sebagai
acuan dalam menentukan sebab akibat atas problematika yang terjadi. Oleh
karena itu, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang dipandang melalui
perpektif fikih siyasah.
2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif-analisis penelitian
dengan menginterpretasikan data yang didapat serta mempadu padankan
data dari sumber primer yang dirasa linier dengan tujuan awal penelitian
kekosongan jabatan Sekretaris Daerah di Sidoarjo. Peneliti mengusahakan
untuk mewawancarai secara langsung objek penelitian melalui observasi
dan wawancara.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis merupakan penelitian
hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya
dalam  kehidupan masyarakat.>**Pendekatan ini digunakan untuk

menganalisis pelaksanaan pengisian Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah

34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014), hlm. 51.
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Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 91 Tahun 2019, serta ditinjau dari perspektif fikih siyasah.
4. Sumber Data
a. Data Primer:
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian melalui
proses wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui
wawancara dengan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah selama masa
kekosongan jabatan Sekretaris Daerah definitif. Adapun lokasi
penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat pelaksanaan
wawancara penelitian.
b. Data Sekunder:
1). Bahan Hukum Primer:
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
b) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat
Sekretaris Daerah;
c¢) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang

Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan
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Pemerintah Daerah;
2). Bahan Hukum Sekunder:
a) Buku-buku hukum administrasi negara
b) Buku fikih siyasah/siyasah dusturiyyah
¢) Jurnal hukum
d) Skripsi dan tesis yang relevan
e) Artikel ilmiah
f) Berita resmi dan publikasi yang berkaitan dengan kekosongan

jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan pokok

permasalahan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview):
Melakukan tanya jawab secara mendalam kunci (key informants) yang
memiliki otoritas dan pengetahuan terkait objek penelitian, yakni dengan
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022.
Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung
mengenai pelaksanaan tugas, batasan kewenangan, serta dinamika
birokrasi yang terjadi selama masa kekosongan jabatan Sekretaris Daerah
definitif di Kabupaten Sidoarjo

b. Observasi:

Melakukan pengamatan secara sistematis terhadap fakta-fakta lapangan
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mengenai dampak administratif dan kondisi pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama terjadinya
kekosongan jabatan strategis.

c. Dokumentasi:
Mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen tertulis yang
memiliki kekuatan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dan Pemendagri Nomor 91
Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.*> Selain itu,
penulis juga berupaya melakukan permohonan data resmi melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo terkait
naskah Surat Keputusan (SK) pengangkatan, meskipun dalam prosesnya
terdapat keterbatasan aksesibilitas terhadap dokumen tersebut.

d. Studi Pustaka (Literature Research):
Menelaah literatur ilmiah yang terdiri dari buku-buku Fikih Siyasah
klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah hukum terakreditasi, serta hasil
penelitian terdahulu yang relevan guna membangun landasan berpikir
yang kuat dalam menganalisis permasalahan.

6. Analisis Data

Data yang telah dirasa cukup untuk dikumpulkan kemudian dianalisis

dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan analisis data dan

sumber yang telah ditemukan yang selanjutnya diimplementasikan.

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah; dan Pemendagri Nomor 91
Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.



Dimulai dengan memberikan latar belakang masalah berdasarkan suatu
hal general, mengaitkannya dengan hukum di Indonesia dan bagaimana

perspektif fikih siyasah.

G. Sistematika Pembahasan
Berikut ini penulis akan melampirkan gambaran bagaimana struktur atau
sistematika penelitian ini:

Bab pertama, Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian awal
yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Di
dalamnya memuat Latar Belakang yang menjelaskan fenomena
kekosongan jabatan Sekda Sidoarjo tahun 2022-2024. Adapun rumusan
masalah berkaitan dengan meninjau Perpres No. 3 Tahun 2018, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 91 Tahun 2019, dan
perspektif Fikih siyasah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah
Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika
Pembahasan.

Bab kedua, analisis teori, memaparkan landasan teoretis yang
digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan. Penulis
menguraikan tiga teori utama, yaitu Teori Jabatan yang menjelaskan sifat
impersonalitas jabatan, Teori Pemerintahan Daerah yang mencakup asas
desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta kedudukan Sekda
dan Teori Fikih siyasah yang membahas ruang lingkup Siyasah
Dusturiyyah (ketatanegaraan) serta prinsip-prinsip amanah, maslahah,

dan ketertiban pemerintahan.

23



Bab ketiga, kondisi empiris kekosongan jabatan Sekretaris

Daerah di Kabupaten Sidoarjo, bab ini menyajikan data lapangan dan

fakta terkait objek penelitian. Materi yang dibahas meliputi Gambaran

Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kronologi Kekosongan Jabatan

Sekda sejak mutasi pejabat definitif Ahmad Zaini, serta Mekanisme

Pengisian Jabatan Sementara melalui penunjukan Pelaksana Harian (Plh)

yang kemudian dilanjut sebagai Penjabat (Pj) Andjar Surjadianto. Bab ini

juga merinci dasar hukum teknis seperti Undang-Undang No. 23 Tahun

2014, Perpres No. 3 Tahun 2018, dan Permendagri No. 91 Tahun 2019.

Bab keempat, analisis dan pembahasan, ini merupakan inti dari
penelitian yang menjawab rumusan masalah. Pembahasan dibagi
menjadi:

1. Analisis Hukum Positif, yaitu meninjau kesesuaian durasi transisi
jabatan dengan UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 3 Tahun 2018,
Permendagri Nomor 91 Tahun 2019, serta analisis batas kewenangan
Plh dan/atau Pj.

2. Analisis Fikih siyasah, yang mengkaji dinamika ini melalui konsep
Wizarah al-Tanfidz  (menteri  pelaksana), prinsip Maslahah
(kemaslahatan) dalam durasi transisi, serta implementasi semangat
Fastabiqul Khairat dan Itqan dalam efektivitas birokrasi daerah.

Bab kelima, bab terakhir ini menyajikan Kesimpulan dari
seluruh hasil analisis, baik dari sisi regulasi hukum positif maupun

perspektif Fikih siyasah, serta memberikan Saran kepada Pemerintah

24



Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Pusat yakni Gubernur Jawa Timur dan
Kemendagri, serta masyarakat Sidoarjo terkait pentingnya tetap

melakukan pengawasan terhadap birokrasi.

25
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekosongan jabatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2024, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

. Fenomena kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
selama 523 (lima ratus dua puluh tiga) hari merupakan bentuk
ketidaksesuaian normatif yang nyata terhadap hukum poositif di Indonesia.
Secara prosedural, oenunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan Penjabat (Pj)
memang merupakan langkah sah untuk mencegah vacuum of power.
Namun, durasi transisi yang mencapai hampir dua tahun tersebut secara
telak melanggar batas waktu limitatif 3 (tiga) bulan yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 214 ayat (3), Perpres
Nomor 3 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019. Kondisi ini
mengakibatkan fungsi Sekretaris Daerah sebagai “Dirijen Orkestra”
birokrasi tidak berjalan maksimal karena terbatasnya kewenangan yang
bersifat mandat. hal tersebut memicu budaya “menunggu instruksi”’, yang
dapat melemahkan fungsi check and balance internal, serta menurunkan

kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah.

. Dalam perspektif fikih siyasah, keterlambatan pengisian jabatan definitif
tersebut dikategorikan sebagai kegagalan amanah kepemimpinan yang
menimbulkan mafsadah atau kemudaratan. Jabatan Sekretaris Daerah
merupakan manifestasi dari konsep Wizarah al-Tanfidz (Menteri Pelaksana)

yang krusial untuk menjaga ketertiban pemerintahan (al-nizam). Meskipun
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penunjukan pejabat sementara awalnya bersifat maslahah sebagai solusi
darurat, kemoloran dalam batas waktu jabatan sementara dalam kondisi
transisi yang berlarut-larut tanpa upaya percepatan seleksi telah mengubah
nilai kebijakan menjadi kemudaratan administratif (mafsadah). Fenomena
ini mencederai prinsip itgan (profesionalitas) dan tanggung jawab
kepemimpinan (mas uliyyah), karena menghambat hak umat untuk
mendapatkan pelayanan publik yang stabil, pasti, dan tuntas. Akibatnya,
terdapat unsur ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan strategis.

B. Saran
. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Apabila terdapat pengulangan situasi seperti ini di kemudian hari,
disarankan agar Bupati segera melakukan proses seleksi terbuka (open
bidding) maksimal 1 (satu) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan
definitif, guna menjamin prinsip the right man in the right place demi

stabilitas manajemen internal birokrasi profesional.

Pemerintah Pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu
memperketat pengawasan melalui Gubernur dan menyusun instrumen
sanksi administratif yang tegas bagi daerah yang membiarkan jabatan
strategis kosong melampaui batas waktu 6 bulan guna mencegah anomali

birokrasi serupa di masa depan.
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